
4. Undanq-Undanq ... 

b. bahwa bcrdasarkan pcrumbangan scbagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraiuran Bupati tcntang Kebijakan Pengawasan 
lnspcktorat Daerah Kabupaten Batang I lari Tahun 2022. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1 Q56 tentang Pcmbentukan Dacrah 

Otonom Kabupaten dalaru Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 

Tenzah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 

l965 tentang Pernbenrukan Dacrah Tingkat n Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun L 965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemcrintah Pusat don Daerah (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 

Peraturam Pcrundang Und:mgan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 

Repuhlik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lcntang Pembentukan 

Peraiuran Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Repuhlik Indonesia Nomor 6398); 

a. bahwa dalam rangka menghasilkan kegiatan pengawasan yang 

terarah dan tcrpadu, pcrlu menyusun kcbijakan pcngawasan yang 
mcrupakan kebijakan pengawasan sesuai dengan pelaksanaan 

Rcncnna Stratcgis lnspcktorat Daerah Kabupaten Batang I lari Tahun 

2021-2026; 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 

NOMOR :;J_; TAHUN 2021 

TENTANG 
KEBIJ~ PENGAWASAN 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 2022 

DENGAN RAHMA:r TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARi, 

BUPATI BATANG HARI 
PROVINS! JAMBI 

Mengingat 

Mcnimbang 



6.Inspektur ..... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Harl. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan 
urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Batang Harl 

5. Inspcktorat Daerah adalah Inspcktorat Daerah Kabupaten Batang 
Harl. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang 
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1045); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 Menetapkan 



15.Program ..... 

6. Inspektur Daerah adaJah Inspektur Daerah Kabupaten Batang Harl. 

7. Aparat Peogawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

APIP adalah unit organisasi di lingkungan pemerintah clacre.h yang 

mempunyai tugas dan fungsi melalrukan pengawasan dalam lingkup 

kewenangannya. 
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat 

yang diberi wewenang oleh Pcngguna Anggaran di lingkungan 
Perangkat Dacre.h yang bcrsangkutan. 

9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pcgawai Negeri Sipil yang 
karena jabatannya di lnspektorat Daere.h atau aparatur Inspektorat 
Dacrah yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelcnggaraan 
daerah untuk dan atas nama Bupati. 

1 O. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk mclakukan pengawasan 
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ pihak Jain yang 
didalamnya tcrdapat kepcntingan ncgara sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Ncgeri Sipil 
dcngan hak clan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat 
yang berwcnang. 

11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyclenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Oaerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah 
Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab dan wewenang untuk mclakukan kegiatan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan 
dacrah, di luar pengawasan kcuangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negcri Sipil. 

12. Sertifi.kasi adalah suatu proses yang harus dila.ksanakan olch calon 
Auditor/P2UPD atau oleh Auditor/P2UPO untuk mendapatkan 
sertifikat Auditor/P2UPO. 

13. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daere.h adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah bcrjalan 
secara efisien, cfcktif, ckonomis dan akuntabcl sesual dcngan 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Pengawasan intern adalah kcgiatan yang independen dan objektif 
dalam bcntuk pcmbcrian kcyakinan (assurance activities) dan 
konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk membcri 
nilai tambah dan meningkatkan opcrasional sebuah organisasi 
[auditi]. Kegiatan ini mcmbantu organisasi (auditi) mencapai 
tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis 
dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses 
manajemen risiko, kontrol (pcngendalian), dan tata kelola (scktor 
publik). 
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(2}Tujuan. . 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN 
Pasal 2 

(1) Maksud Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2022 
adalah sebagai Pedoman Inspektorat Daerah sebagai Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan Togas 
Pokok dan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan. 

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat 
PKPI' adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada kebijakan 

pengawasan. 
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan 
standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah. 

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memasti.kan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah 
ditetapkan. 

18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah 
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

20. Objek Pengawasan/ Auditi adalah orang/ instansi pemerintah yang 
dilakukan pengawasan oleh APIP. 

21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan untu.k semua komponen 
biaya khusus operasional pengawasan, sesuai kebijakan daerah 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, 

22. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan 
perintah untuk melaksanakan tugas. 

23. Standar biaya khusus operasional adalah biaya pengawasan dalam 
rangka menjalankan tugas pengawasan yang diberikan kepada 
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah secara lumpsum. 

24. Hari Pemeriksaan (HP) adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk 
melaksanakan tugas pengawasan terhadap objek pemeriksaan. 
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(a)pengawasan . 

(1) Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Pemerintah Daerah 

dilakukan oleh Tim Pengawas. 

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dalam SPT yang ditandatangani oleh lnspektur Daerah. 

(3) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri 
dari: 

a. Penanggung Jawab; 
b. Koordinator ; 

c. Wakil Penanggung Jawab; 

d. Pengendali Teknis ; 

e. Ketua Tim ; dan 

r. Anggota Tim 

(4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
adalah lnspektur Daerah. 

(5) Koordinator sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

Sekretaris lnspektorat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c adalah lnspcktur Pembantu atau pejabat yang ditunjuk di 
lingkungan Inspektorat Daerah, 

(7) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 

adalah Auditor/P2UPD Madya yang bertanggung jawab terhadap 
teknis pelaksanaan pengawasan. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 

Pasal 4 

BABIII 

PROGRAM KERJA DAN JADW AL PENGAWASAN TAHU NAN 

Pasal 3 
(1) lnspektorat Daerah menyusun PK.PT berdasarkan Kebijakan 

Pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam NegerL 

(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
(3) Lama pelaksanaan pengawasan ditentukan berdasarkan 

pert.imbangan ruang lingkup dan objek pengawasan sebagaimana 

diatur dalam Kebijakan Pengawasan. 

(2) Tujuan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2022 

adalah terwujudnya Tata Ketola Pemerinta.han yang baik atau 
Good Governance dengan adanya Pembinaan dan Pengawasan 

Inspektorat Daerah. 
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(1) Tim Pengawas memiliki tanggung jawab secara hierarki sesuai 
peran yang ditetapkan dal.am SPT. 

(2) Inspektur Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati atas 
pelaksanaan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan cti 
daerah. 

BABV 
PEMBINAAN MUTU PENOAWASAN 

PasalS 

(13)Ketentuan lebih l.anjut mengenai Tata cara dan teknis 
pembentukan tim pengawas serta pelaksanaan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Inspektur Daerah. 

(12)Anggota Tim bertanggungjawab atas terl.aksananya setiap tahapan 
pengawasan sesuai norma/ standar pengawasan, minimal meliputi: 
a. membuat kertas kerja pengawasan; 
b. rnelaksanakan pengawasan sesuai dengan program kerja 

pengawasan; dan 
c. melaporkan hasil pel.aksanaan tugas kepada Ketua Tim. 

(ll)Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f adal.ah 
Auditor/P2UPD Pelaksana, Pel.aksana Lanjutan, Penyelia, 
Pertama, Muda, Madya dan/atau pengawas l.ainnya yang 
bertanggung jawab mel.aksanakan sebagian dari pelaksanaan 
kegiatan pengawasan dal.am suatu tim yang ditugaskan 

(lO)Ketua Tim bertanggung jawab atas terl.aksananya setiap tahapan 
pengawasan sesuai norm.a/ standar pengawasan, minimal 

meliputi: 
a. pengawasan terhadap kinerja Anggota Tim; 

b. reviu kertas kerja pengawasan Anggota Tim; dan 
c. penyusunan l.aporan basil pengawasan. 

(3)Untuk ....... 

(8) Pengendali Teknis bcrtanggung jawab atas pelaksanaan setiap 
tahapan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan norm.a/ standar 
pcngawasan yang berlaku, minimal meliputi: 
a. pengawasan terhadap kinerja Ketua Tim; 
c. reviu program kerja pengawasan Ketua Tim; dan 
d. reviu l.aporan hasil pengawasan sebelum disetujui oleh 

Inspektur Oaerah selaku Penanggung Jawab. 

(9) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adal.ah 
Auditor/P2UPD Pertarna, Muda atau Madya yang bertanggung 
jawab terhadap pel.aksanaan pengawasan yang ditugaskan kepada 
SURtU tim yang diketuainya. 
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BERJTJ\ DAERAIJ KABUPATEN BATANG HARi 
TAJ IUN 2021 NO MOR 11 

Diundangkan di Muara Bulian 

Pada tanggaJ a1 - f} - 2021 
SEKRETARlS D • TEN BATANG IIARI, 

Muara Bulian 
~1 - ,, - 2021 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan pencrnpatannya dalam Berita Daerah 

Kabupatcn Ba tang l lari. 

BAB VII 

KET8NTUAN PENUTUP 

BABVI 

BIAVA P8NGAWASAN 

Pasal 6 
(1) Biaya pcngawasan discsuaikan dcnga.n kcmampuan kcuangan 

dacrah dengan tctap memperhatikan prinsip efisien, cfektif dan 
ekonomis scrta azas kepatutan dan kewajaran. 

(2) Standar biaya pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim 
Pengawas sesual dengan standar biaya pengawasan/ Jasa Audit 

yang ditetapkan oleb Pemerint.ah Dacrah, 
(3) Pemberian biaya pcngawasan guna mcndorong mctivasi 

peningkat.an kualitas dan kualifikasi APIP dcngan memperhatikan 
ada atau tidaknya kepernilikan sertifikat Auditor/P2UPD. 

(3) Untuk menjamin mutu pelaksanaan pengawasan terbadap urusan 

Pernerintahan di daerah, Bupati melakukan pernbinaan secara 
terus-rnenerus. 
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